BABIV
STRATEGI YANG DITAWARKAN IMMANUEL WALLERSTEIN
KEPADA NEGARA PINGGIRAN UNTUK MENINGKATKAN STATUS
KELASNYA

Keadaan Indonesia yang kaya sumber daya alam dan potensi-potensi lain
yang seharusnya dapat menjadikan Indonesia sebagat negara maju, ternyata tetap
menempatkan Indonesia sebagai negara pinggiran. Sejak Indonesia merdeka 64
tahun yang lalu, Indonesia belum pemmah menjadi negara yang benar-benar
mandiri tanpa dikte dari negara asing. Secara kedaulatan negara Indonesia
memang sudah merdeka, tetapi secara ekonomi Indonesia masih dijajah oleh asing
dalam bentuk neokolonialisme dengan wujud kapitalisme. Di masa pemerintahan
SBY, Indonesia masih juga terjerat dalam ketergantungan asing yang akhirnya
Indonesia hanya menjadi sapi perahan asing. Sumber kekayaan alam yang
dimiliki Indonesia dieksploitasi asing sedangkan rakyat Indonesia masih terjebak
dalam kemiskinan struktural yang terbentuk.

A. Strategi yang Harus Dilakukan Indonesia Menurut Immanuel
Wallerstein
Pemikir asal Amerika Serikat, Immanuel Wallerstein menulis konsep
tentang “kenaikan kelas” yang mana negara pinggiran bisa menjadi negara semi
pinggiran atau negara maju. Bagi Wallerstein perubahan sosial pada dasarnya
terletak pada bagaimana perjuangan antara negara pinggiran dan semi pinggiran di
masa datang. Oleh karena itu persoalannya terletak pada bagaimana negara




pinggiran melaksanakan strategi pembangunan alternatif yang memenangkan dan
memanfaatkan kesempatan, mengundang investasi dan strategi berdikari.!
Sebenarmnya Indonesia dibawah pemerintahan SBY juga bisa mengalami
“kenaikan kelas” menjadi negara semi pinggiran atau negara pusat jika
pemerintahan SBY mau menjalankan strategi yang diajukan Immanuel
Wallerstein.
1. Industrialisasi Subtitusi Impor

Industrialisasi subtitusi impor ini dilakukan oleh negara pinggiran sebagai
upaya merebut kesempatan yang datang. Menurut Wallerstein adanya
ketimpangan antara negara pusat dan negara pinggiran adalah karena adanya
keadaan yang tidak seimbang dalam proses perdagangan internasional. Negara
pinggiran sengaja dibentuk untuk menghasilkan bahan-bahan mentah untuk di
ekspor ke negara pusat dengan harga yang murah, sedangkan negara pusat
mengolah bahan-bahan mentah tersebut untuk menjadi barang jadi yang nantinya
diekspor ke negara pinggiran yang otomatis harganya lebih mahal. Keadaan
tersebut cenderung merugikan negara berkembang dan menguntungkan negara
maju. Ketimpangan tersebut muncul karena semakin lebarnya nilai tukar
perdagangan (ferm of trade) antara komoditas pertanian dari negara-negara
berkembang dan komoditas industri dari negara-negara maju. Keadaan ini tidak
bisa dibiarkan terus-menerus karena keadaan inilah yang menyebabkan negara
pinggiran selalu tergantung dengan negara pusat. Proses ketergantungan ini akan

menyebabkan negara pinggiran akan selalu menempati posisinya sebagai negara

! Mansour Fakih, Runfuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta: Insist Press, 2008,
hal. 140




pinggiran. Untuk bisa mengalami proses kenaikan kelas, negara pinggiran harus
berani mengambil tindakan untuk melakukan industrialisasi subtitusi impor.
Meskipun nantinya negara pinggiran akan mengalami proses ketergantungan yang
lain seperti impor mesin-mesin produksi tetapi paling tidak negara pinggiran bisa
mengalami kenaikan tingkat ekonomi menjadi negara semi pinggiran. Substitusi
impor yang dilakukan harus menerapkan sistem proteksi melalui fasilitas bea
masuk terhadap bahan-bahan mentah dan barang-barang modal. Alasan utama
penerapan strategi substitusi impor adalah untuk mencukupi kebutuhan domestik
dalam jangka panjang dan menghemat devisa melalui penggantian barang-
barang.?

Sebenarnya strategi subtitusi impor pernah diterapkan di Indonesia pada
tahun 1974. Pada waktu itu bersamaan dengan terjadinya lonjakan harga minyak
bumi (oil boom) sehingga Indonesia memperoleh banyak penerimaan devisa
dengan adanya kenaikan harga minyak bumi tersebut. Pilihan strategi
industrialisasi substitusi impor ditandai oleh pengembangan industri dasar besi
dan baja, industri logam dasar bukan besi, industri barang dari logam, industri
pengilangan minyak bumi dan industri semen. Pengembangan industri berat di
hagfan hulu tidak disertai oleh pengembangan industri barang konsumsi
berteknologi tinggi di bagian hilir pada periode berikutnya, seperti industri
peralatan rumah tangga dan asembling kendaraan bermotor yang tidak efisien,
sehingga harus didukung oleh penerapan kebijakan perdagangan luar negeri
restriktif untuk memproteksi infant industry. Namun demikian, pada saat harga

2 http: www.unas.ac.id, diakses pada tanggal 27 Februari 2010
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minyak bumi anjlok pada tahun 1982 dan jatuh pada tingkat yang sangat
rendah pada tahun 1986, pemerintah melakukan reorientasi pengembangan
industri dari substitusi impor ke promosi ekspor.’ Disamping itu kegagalan
subtitusi impor yang pemah dilakukan di Indonesia terjadi diakibatkan tidak
adanya kebijakan industrialisasi yang terintegrasi dengan kebijakan sektor lain,
seperti perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan teknologi. Selain
itu adanya kegagalan strategi industri di bawah kepemimpinan negara (pemerintah
pusat), kegagalan dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM)
dan kegiatan riset dan pengembangan swasta, serta kegagalan dalam mendorong
pembangunan usaha kecil dan menengah (UKM).*

Meskipun industrialisasi subtitusi impor pernah gagal dilaksanakan di
Indonesia tetapi program ini harus tetap dilaksanakan tentunya dengan kebijakan-
kebijakan yang tepat sasaran. Karena melihat kebutuhan impor barang-barang dari
negara lain semakin meningkat setiap tahunnya. Kesempatan harus diambil jika
Indonesia mau mengalami “kenaikan kelas”.

Pada tahun 2004-2008 data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa

impor terbesar Indonesia pada sektor industri yang terlihat pada tabel dibawah ini:

3 http: http=/fwww.damandiri.or.id/file/dwiharyono/ipb/bab3.pdf, diakses pada tanggal 27 Februari
2010
* http://cetak.kompas.com/read/2008/07/18/, diakses pada tanggal 27 Februari 2010




Tabel 4.1
Data Perkembangan Impor Indonesia
Tahun 2004-2008°
Nilai : Juta US$

Non- Sektor
Tahun Total Migas

Migas | Pertanian | Industri | Tambang | Lainnya
2004 | 465245 (11.732,0 [34.7925| 2.820,6 | 31.550,8 418,4 37
2005 | 57.7009 | 17.457,7 | 402432 24143 | 37.3003 526,0 2,6
2006 | 61.0655 | 18.962,9 | 42.102,6 | 2.919,0 | 38.624,6 555,7 33
3007 | 69.718.4 | 21.932,6 | 52.540,7| 3.891,5 | 48.081,1 5548 101
2008 | 129.197,8 | 30.552,8 | 98.644,4 | 5.614,1 | 91.800,7 [ 1.221,4 9,9

Sumber: data BPS (diolah oleh PUSDATA, Depperin)

Dari data di atas terlihat bahwa impor terbesar dari non migas dari sektor
industri yang tiap tahun mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2008
mengalami lonjakan yang begitu tinggi. Untuk mengurangi ketergantungan impor
barang dari negara lain di sektor industri maka Indonesia harus melakukan
industrialisasi subtitusi impor di sektor industri.

Untuk melakukan industrialisasi subtitusi impor di sektor industri
sepertinya tidak susah jika dilakukan di Indonesia karena adanya kandungan
sumber daya alam yang terdapat di bumi dan laut Nusantara yang cukup
melimpah dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam rangka menumbuh
kembangkan industri yang berbasis sumber daya alam tropis. Beberapa sumber
daya alam yang potensial tersebut antara lain berupa cadangan hutan produksi

yang beragam, serta hutan tanaman keras (tanaman perkebunan). Dengan berbagai

5 http://www.depperin.go.id/Ind/Statistik/Indikator/exim.asp, diakses pada tanggal 27 Februari
2010
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kekayaan sumber daya alam tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara
keenam terbesar dari “negara hutan” di dunia. Oleh sebab itu dengan pengelolaan
yang baik hutan Indonesia sangat potensial untuk mendukung tumbuhnya industri
yang tangguh, serta melestarikan keindahan alam yang dapat mendukung obyek
wisata. Di samping itu Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan
perikanan, yang cukup besar yang menjadikan Indonesia termasuk dalam 10
negara produsen ikan utama di dunia. Sumber daya migas yang potensial sebagai
bahan baku industri petrokimia, di mana sebagian besar masih dimanfaatkan
sebagai produk ekspor dan pemenuhan kebutuhan energi domestik. Sumber daya
mineral dan batubara, yang dimiliki hampir di seluruh daerah dengan jumlah yang
cukup besar, sehingga sangat mampu untuk mendukung perkembangan industri
nasional.’

Pembangunan ekonomi nasional harus dikembalikan pada basis
kemampuan domestik. Dengan begitu, industrialisasi yang dijalankan ditopang
oleh sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas, meliputi perkebunan,
perikanan, dan kehutanan yang menjadi keunggulan kompetitif Indonesia. Hal
terscbut sekaligus bisa menjamin kemandirian industri nasional dan
menghapuskan ketergantungan pada impor. Impor pangan, otomotif, dan barang
konsumsi selama ini menjadi penyumbang terbesar impor nasional yang
menyerap miliaran dollar AS setiap tahun. Impor produk permesinan meningkat

10 persen setiap tahun. Tidak hanya otomotif, impor produk pertanian juga masih

§ http//www.depperin.go.id/kebijakan/07KPIN, diakses pada tanggal 27 Februari 2010
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cukup besar. Sejumlah produk seperti daging sapi, kedelai, susu, kacang tanah,
gula, dan garam masih memiliki kandungan impor dalam kisaran 10-70%.
Untuk itu dengan modal yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia harus ,mampu
mengembangkan industri substitusi impor. "Kemandirian ekonomi harus didesain
dengan jalan mengoptimalisasikan sumber daya ekonomi domestik dan proteksi
perdagangan internasional secara selektif.”

Kebijakan industrialisasi subtitusi impor sebenamya sudah dilakukan
terlebih dahulu di negara-negara maju, seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan,
Hongkong serta China. Kebijakan inipun sukses dilakukan sehingga negara-
negara tersebut bisa mengalami “kenaikan kelas”. Belajar dari Korea Selatan saat
pertama kali menerapkan kebijakan subtitusi impor yaitu peran pemerintah dalam
mempengaruhi arah dan kecepetan pembangunan ekonomi dengan secara
langsung mengintervensi proses pembangunan yang berbanding terbalik dengan
cara berpikir yang mengandalkan kekuatan pasar dalam mengalokasikan sumber
daya ekonomi. Selain itu kebijakan ini juga didukung pembuatan kebijakan
ekonomi yang terlepas dari pengaruh kepentingan politik. Kasus Korea Selatan
menunjukkan kunci sukses suatu pembangunan ekonomi bukan terletak pada ada
atau tidaknya SDA, tetapi pada ada tidaknya kemauan dan kemampuan
manusianya, terutama level pemimpinnya, dan pada pilihan-pilihan strategi
kebijakan. Keberhasilan Korea Selatan, menurut ekonom Korea Institut for

International Economic Policy, Chuk Kyo Kim, adalah karena negara ini

7 hitp//dhi.koran-jakarta.com/berita/, diakses pada tanggal 27 Februari 2010
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memberikan perhatian besar pada pendidikan, pembangunan sumber daya
manusia, serta investasi agresif di kegiatan penelitian dan pengembangan. Sukses
Korea Selatan juga ditopang oleh tumbuh subumya jiwa kewiraswastaan, tenaga
kerja yang sangat terlatih, pengelolaan utang luar negeri yang baik, pemerintahan
yang relatif bersih, iklim perdagangan dunia yang liberal, makro ekonomi yang
solid, dan kondisi sosial-politik yang relatif bebas dari konflik. Yang paling
penting disini adanya kemitraan kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat,
serta kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan
teknologi dan tantangan baru. Dari sisi strategi kebijakan, dari awal pemerintah
Korea Selatan menyadari pentingnya mquembangkan sektor generatif. Hal itu
meliputi sektor-sektor ekonomi unggulan yang secara simultan bisa menjadi
sumber akumulasi kapital dan memungkinkan terjadinya perturnbuhan berbagai
industri turunan dan industri terkait, sekaligus sumber inovasi teknologi dan
kelembagaan, seperti pada kasus industri baja dan industri pembuatan kapal.
Industri baja yang kuat menjadi ketalis bagi tumbuhnya industri otomotif,
pembangunan kapal, peti kemas, jalan raya, konstruksi, dan industri perlengkapan
rumah tangga, yang saling mendukung dan memperkuat. Sementara itu, industri
pembuatan kapal melahirkan industri rekayasa elektrik, elektronik, kimia,
material, dan mekanis.Terbangunnya industri generatif yang kokoh dimungkinkan
karena ada dukungan total dari pemerintah, tak hanya insentif dan pendanaan,

tetapi juga dihapuskannya berbagai hambatan.®

® http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/18/. Diakses pada tanggal 24 Februari 2010
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Melihat keberhasilan Korea Selatan serta pengalaman kegagalan yang
dialami Indonesia maka yang harus dilakukan adalah belajar dari kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Korea Selatan dalam menerapkan
industrialisasi subtitusi impor karena kegagalan Indonesia waktu itu adalah
lemahnya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan industrialisasi subtitusi impor.

Kebijakan industrialisasi subtitusi impor diharapkan mampu melahirkan
struktur industri nasional yang tangguh dan mandiri, sehingga saat Indonesia
bersaing dalam liberalisasi perdagangan internasional Indonesia sudah siap. Untuk
itu dilakukan subsidi, proteksi, dan pemberian perlindungan lainnya ketika
industri itu belum dewasa. Pada tahap awal, sektor ini menunjukkan angka
ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor, terutama mesin dan alat
teknologi canggih. Ketergantungan impor ini hanya sementara karena industri ini
masih baru schingga perlu dilindungi. Diharapkan perkembangan lebih lanjut
impor secara perlahan terus berkurang dan mampu menjadi industri yang mandiri
" dan berhasil menopang ekspor nasional. Inti kebijakan (strategi) ini adalah
menggalakkan industrialisasi dengan menumbuhkan industri pengganti impor
(import substitution industry) termasuk industri strategis dan industri yang
mengolah sumber daya alam. Melalui strategi ini diharapkan terjadi akselerasi
industrialisasi, pendalaman struktur industri manufaktur, dan lompatan ke depan
membangun industri strategis. Sementara itu, pertumbuhan  ekonomi
berkelanjutan hanya dapat diwujudkan jike ada kemajuan teknologi dan
peningkatan produktivitas. Untuk itu, Indonesia harus mengejar ketertinggalannya

dalam mewujudkan negara industri baru. Indonesia harus mampu
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mengembangkan industri rekayasa dan melakukan pendalaman industrinya agar
pada waktunya tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor

teknologi.’

2. Menarik Investasi Asing

Strategi yang kedua adalah strategi mengundang modal asing dengan
menyediakan segala bentuk kemudahan dan daya tarik yang mengundang minat
perusahaan multinasional untuk melakukan investasi di Indonesia. Strategi ini
memerlukan hubungan yang baik dengan perusahaan multinasional termasuk upah
tenaga kerja yang rendah.'® Prinsip kapitalisme yang menuntut pengakumulasian
modal dan keuntungan menuntut negara pusat untuk melakukan
ekspansi/perluasan ﬁilayah ke negara lain. Perluasan wilayah ini tidak hanya
untuk mencari pasar yang strategis untuk pemasaran hasil produksi tetapi juga
pemosok bahan baku. Biasanya negara pusat memilih negara yang masih
berkembang yang biasanya mengekspor bahan-bahan baku. Pembangunan MNC
di negara berkembang bisa menghemat biaya produksi karena dekat dengan
pasokan bahan baku, selain itu upah buruh di negara pinggiran relatif lebih murah.
Negara yang menerima tawaran ini akan mempunyai kesempatan untuk
mengalami “kenaikan kelas”, karena akan banyak perusahaan-perusahaan yang
berdiri di negara pinggiran sehingga akan ada angkatan kerja yang tinggi dan
dapat menggerakkan sektor ekonomi. Wallerstein menjelaskan lebih jauh bahwa

masuknya investasi asing ke negara pinggiran bukan berarti mematikan pasaran

9 http://www.unisosdem.org/article, diakses pada tanggal 27 Februari 2010
'° Mansour Fakih. Log.Cit.
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pengusaha lokal dengan adanya persaingan, tetapi Wallerstein menekankan
adanya peran pemerintah yang tegas untuk mengatur investasi asing untuk
pemberdayaan pengusaha lokal."”

Dari sini negara pinggiran mempunyai peluang untuk menerima undangan
dari negara pusat. Negara pusat mempunyai hak negara mana yang harus dipilih
untuk menanamkan investasinya. Jika Indonesia mau menerima undangan dari
negara pusat maka Indonesia harus terlebih dahulu memperbaiki hal-hal untuk
menarik investasi asing masuk ke Indonesia.

Menurut hasil pertemuan World Economic Forun tahun 2005 ada 6 faktor
penghambat investasi masuk ke Indonesia antara lain, peraturan perpajakan yang
memberatkan, infrastruktur yang rendah, birokrasi pemerintah yang berbelit-belit
dan panjang, tingkat korupsi yang tinggi, kualitas SDM yang rendah serta adanya
instabilitas kebijakan. Hasil survei yang dilakukan oleh Global Competitiveness
Report, World Economic Forum 2001-2005 membuktikan bahwa dari 4.700
pelaku bisnis senior di 80 negara di seluruh dunia mengakatan bahwa Indonesia
tidak lagi nyaman untuk tempat investasi karena infrastruktur yang buruk,
teknologi yang tak lagi memadai, kualitas sumber daya yang rendah, hingga
kondisi pasar uang yang lemah."

Dari fakta tersebut Indonesia harus berusaha memperbaiki hal-hal yang
dapat menghambat investasi asing masuk di Indonesia. Hal-hal yang harus
dilakukan pemerintah Indonesia adalah: Pertama, pemerintah Indonesia harus

membuat kebijakan dalam hal mempermudah perizinan investasi dalam satu atap,

il

Ibid
12 panu Astono, Membongkar Budaya, Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa
Dunia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hal 33-34
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pengurangan pajak, Indonesia harus memperbaiki infrastruktur sehingga bisa
menunjang proses produksi dan distribusi, Indonesia juga harus membangun
zona-zona khusus sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sehingga pembangunan
ekonomi bisa lebih terfokus dan pembangunan infrastruktur juga lebih efisien."
Disamping membuat kebijakan yang dapat menarik investasi asing masuk
ke Indonesia tetapi pemerintah Indonesia juga harus membuat kebijakan yang
juga memperhatikan pengusaha lokal dan masyarakat pribumi. Investasi asing
dapat bermanfaat bila diletakkan di dalam (bukan di atas) kerangka pembangunan
dan kepentingan nasional. Pemerintah harus mempunyai ketegasan dengan tidak
bisa diatur oleh pihak yang berinvestasi di Indonesia. Yang sering terjadi adalah
investasi asing masuk ke negara pinggiran dengan membawa seperangkat aturan
yang akhimya ada pada liberalisasi perekonomian. Penting untuk dicatat bahwa
investasi asing juga akan datang ke negara-negara yang tidak melakukan
liberalisasi penuh. Tiongkok, Vietnam, Taiwan dan Jepang adalah sebagian dari
banyak bukti dimana investasi asing tetap datang kendati negara-negara itu
melakukan pembatasan terhadap Kiprah dan cakupan investasi asing. Dengan
demikian, pemerintah scharusnya melakukan penyelidikan menyeluruh perihal
sektor-sektor di mana manfaat investasi asing dapat lebih besar daripada
kerugiannya. Pada sektor-sektor itu, pintu bagi investasi asing dibuka lebih besar
(tanpa harus liberalisasi penuh), sementara pada sektor-sektor lain tetap dilakukan
pembatasan. Sebaiknya ruang gerak investasi asing dapat diberikan pada sektor-

sektor yang berteknologi tinggi dan padat modal, dimana kita masih sulit untuk

13 §ei Hartati Samadi, Membongkar Budaya, Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa
Dunia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hal.10
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mengembangkannya. Pada sektor ini pun, pemerintah harus melakukan tawaran
yang mengikat perihal alih teknologi, schingga kita tak selamanya memiliki
ketergantungan. Harus dibuat target-target yang wajar perihal kapan dan
bagaimana teknologi itu dapat dikuasai oleh tenaga-tenaga kerja domestik. |
Berkaitan dengan itu, kita juga harus memastikan bahwa tenaga kerja domestik
dapat ditempatkan pada posisi-posisi kunci schingga secara bertahap mereka
dapat menyerap keahlian yang dibutuhkan teknologi tersebut. Sementara pada
sektor-sektor lain, seperti agrikultur, tekstil, sepatu, dan sektor padat karya
lainnya, tetap dilakukan kontrol. Hal ini untuk menjaga keunggulan komparatif
kita, sekaligus mengembangkan industri-industri andalan nasional. Investasi asing
dapat saja masuk, namun dengan pengaturan yang mengikat agar manfaatnya
dapat dipertahankan.'*
Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanganan
kebijakan masuknya investasi asing di Indonesia:"*
1. Peraturan tentang prosedur masuknya investasi asing
Pemerintah Indonesia harus lebih dulu membedakan investasi asing
yang akan masuk sebelum menerima investasi tersebut, mendorong masuknya
investasi asing yang dianggap perlu dan melarang masuknya investasi asing
jika dianggap tidak sesuai bagi negara. Selain itu, Indonesia harus mempunyai
seperangkat kebijakan untuk mengatur masuknya perusahaan-perusahaan
asing, berbagai persyaratan dan pembatasan secara kescluruhan atas dasar

sektor per sektor. Ada pembatasan perizinan dalam sektor-sektor tertentu yang

4 hitpr//mulyadirusman.multiply.com/journal, diakses pada 28 Februari 2010
15 Martin Khor, Globalisasi, Perangkap Negara-Negara Selatan, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka
Rakyat Cerdas, 2001
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tidak boleh dikelola perusahaan asing seperti sektor-sektor yang menyangkut
hajat hidup orang banyak (tambang, minyak,air, dan perbankan). Dalam
sektor-sektor yang diizinkan, perusahaan-perusahaan asing harus mengajukan
permohonan untuk mendapatkan izin pendirian.

Jika pemerintah menyetujui pendirian perusahaan asing maka
pemerintah juga harus menyertakan peraturan yang tegas tentang pelaksanaan
perusahaan asing di Indonesia. Pemerintah juga harus bisa mengarahkan
kebijakan investasi asing pada tujuan nasional yang lebih luas dan kebutuhan-
kebutuhan pembangunan
. Kebijakan yang lebih memihak perusahaan lokal dan ekonomi

Pemerintah Indonesia juga harus membuat kebijakan yang lebih
memihak pada pertumbuhan perusahaan lokal. Misalnya, kebijakan pemberian
potongan pajak bagi perusahaan lokal yang tidak berlaku bagi perusahaan
asing, bank-bank lokal lebih diberi keleluasaan dalam bisnis di bandingka
bank-bank asing. Hanya institusi-institusi lokal yang berhak memperoleh
bantuan riset dan pengembangan, dan perusahaan lokal mendapat prioritas
dalam kontrak atau bisnis pemerintah.

Pemerintah membenarkan pemberlakuan kebijakan dan persyaratan
tersebut atas dasar kedaulatan (bahwa penduduk suatu negara harus
mempunyai kontrol atas, paling tidak sebagian kecil tapi penting dari
perekonomiannya sendiri) atau pembangunan nasional (bahwa perusahaan
lokal perlu diberi sebuah perlakuan khusus, paling tidak selama periode waktu

tertentu, schingga mereka dapat berada dalam posisi yang memungkinkan
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untuk bersaing dengan perusahaan asing yang lebih kuat dan mempunyai
sumberdaya lebih baik).

Pada prinsipnya, bantuan negara untuk perusahaan-perusahaan lokal
merupakan suatu tindakan yang sudah seharusnya dilakukan untuk membantu
perusahaan-perusahaan yang lebah agar dapat mandiri. Keberaan perusahaan-
perusahaan lokal atau pengembangan pertanian akan memberikan manfaat
bagi pembangunan nasional karena institusi yang dimiliki warga negara lebih
mungkin akan memanfaatkan bahan-bahan dan bakat lokal, membentuk lebih
banyak jarinag domestik, serta menahan laba secara lokal untuk di
investasikan kembali. Kesemuanya tersebut merupakan hal yang positif bagi
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Penyeleksian masuknya investasi asing sangat penting untuk menjaga
keberlangsungan perusahaan-perusahaan lokal. Karena jika tidak akan
menimbulkan dampak-dampak terhadap perekonomian lokal, khususnya
pertanian, perusahaan-perusahaan lokal dan sektor informal. Sebagai contoh,
kriteria positif untuk proyek yang diusulkan mencakup bahwa proyek tersebut
tidak bersaing dengan usaha pertanian atau perusahaan-perusahaan yang sudah
ada, tetapi menyumbangkan teknologi baru yang tepat serta mempunyai
keterkaitan secara nyata dengan ekonomi domestik. Sedangkan kriteria negatif
dapat berupa terpinggimya perusahaan-perusazan lokal dengan disertai
hilangnya kesempatan kerja, ketcrgantungan tinggi pada impor dengan
kecenderungan permintaan yang rendah atas input-input lokal atau input yang

diproduksi secara lokal.




3. Perlunya memastikan perlakuan terhadap investor yang dapat diterima

Untuk menentukan investasi yang menguntungkan pembangunan
nasional, Indonesia harus menetapkan persyarakat yang menarik bagi
perusahaan-perusahaan asing. Hal ini mencakup jaminan kebebasan atas
beroperasi, penerapan kebijakan nasioanalisasi hanya pada situasi sangat
ekstrim dan dengan kompensasi memadai yang dirundingkan sebelumnya,
serta membebaskan untuk memindahkan keuntungan yang diperoleh dari
investasi asing. Persyaratan lain yang mungkin lebih penting mencakup
kestabilan sosial dan politik, keamanan, infrastruktur yang baik, sistem hukum
yang adil dan dapat dipercaya, ketersediaan tenaga kerja terlatih atau siap
latih, pajak insentif- insentif lainnya.

4. Seleksi sosial dan lingkungan serta kewajiban investor asing

Sekalipun Indonesia mungkin berupaya keras untuk menarik para
investor asing yang dikehendaki, tetapi Indonesia nerhak untuk menuntut agar
para investor asing memenuhi kewajiban tertentu seta mematuhi persyaratan
seperti transfer teknilogi, pelatihan dan perekrutan sumber daya manusia lokal
(buruh, tenaga ahli, tenaga ekskutif), pengembangan keterkaitan dengan sektor
domestik, serta membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk ikut
menmiliki atau menjadi rekanan dalam hal kepemilikan saham perusahaan,

Demi tercapainya tujuan-tujuan sosial dan lingkungan, serta untuk
mempertahankan atau meningkatkan standar, pemerintah suatu negara harus

berhati-hati dalam menyeleksi permohonan investasi asing dan menolak
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proyek-proyek perusahaan yang secara sosial dan cultural yang berpotensi
merusak.

Kebijakan-kebijakan tegas yang diambil oleh pemerintah Indonesia
dimaksudkan untuk bagaimana mengelola investasi asing yang masuk untuk
pengembangan perekonomian dalam negeri schingga kesempatan untuk
mengalami “kenaikan kelas” dapat terwujud. Kalau Indonesia masih saja
menggunakan Kkebijakan investasi seperti sekarang yang lebih memihak para
investor asing maka Indonesia akan selalu menjadi negara pinggiran yang sumber
kekayaan alam yang melimpah hanya dimanfaatkan untuk keuntungan pihak asing

bukan rakyat Indonesia sendiri.

3. Kebijakan Politik yang Mandiri

Strategi yang ketiga adalah strategi yang paling penting yaitu strategi
berdikari yang terlepas dari dominasi dan dikte pihak asing.'® Strategi inilah yang
sangat menentukan apakah Indonesia bisa melepas dominasi asing atau akan
selalu menggantungkan diri dari kekuatan asing. Kalau Indonesia mampu
manjalankan strategi ini maka kesempatan Indonesia untuk “naik kelas” akan
semakin besar. Kemandirian bangsa akan dapat terwujud jika pemerintah
Indonesia benar-benar serius memutus rantai ketergantungan. Setiap pembuatan
kebijakan didasari oleh kepentingan nasional bukan kepentingan pihak asing

maka kesejahteraan rakyat akan terwujud.

16 Mansour Fakih. Log.Cit.
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3.1 Pelunasan Utang Luar Negeri

Salah satu hal yang membuat Indonesia tidak bisa mandiri membangun
bangsanya adalah karena masih lekatnya intervensi asing. Intervensi asing masuk
mendikte kebijakan-kebijakan Indonesia melalui hutang. Negara-negara maju
serta lembaga-lembaga keuangan internasional yang merupakan kepanjangan
tanga negara maju memberikan utang dengan berbagai syarat untuk Indonesia.
Pada sisi efektivitasnya, secara intemal, hutang luar negeri tidak hanya dipandang
sebagai penghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara-negara dunia
ketiga. fa diyakini menjadi pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya
kesejahteraan rakyat dan melebarnya kesenjangan ekonomi. Sedangkan secara
eksternal, hutang lvar negeri diyakini menjadi pemicu meningkatnya
ketergantungan negara-negara pinggiran pada pasar luar negeri, modal asing, dan
pada pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan. Pada posisi
kelembagaannya lembaga-lembaga keuangan multilateral yang berperan sebagai
penyalur utang luar negeri, seperti IMF, Bank Dunia, ADB, tidak hanya
dipandang telah bersikap tidak transparan dan tidak akuntabel. Keduanya diyakini
telah bekerja sebagai kepenjangan tangan negara-megara pertama pemegang
saham utama mereka, untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman.
Pada sisi ideologinya utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negera-negara
pemberi pinjaman terutama Amerika, sebagai sarana untuk penyebar luasan

kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia.”

V7 Revrisond Baswier, Bahaya Neoliberalisme, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009, hal.54
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Dalam rangka itu, scbagaimana diakui Perkins, AS tidak hanya bekerja
melalui mekanisme hubungan ekonomi politik biasa. AS secara terstruktur
mengembangkan sebuah profesi yang dikenal sebagai preman ekonomi (economic
hit man), yang bemaung dibawah Badan Keamanan Nasional (NSA) AS, yang
secara khusus bertugas membangkrutkan negara-negara pinggiran dengan sarana
utang luar negeri. Sebagai sebuah negara yang terpuruk dibawah himpitan hutang
luar negeri sebesar 78 miliar dolar AS (2006) dengan angsuran pokok dan bunga
utang dalam dan luar negeri mencapai sepertiga APBN, Indonesia patut dicatat
sebagai sebuah negara yang terpuruk di bawah tindasan imperialisme AS. Hal itu
antara lain diperkuat oleh keterlibatan IMF, Bank Dunia, dan USAID, dalam
penyusunan berbagai produk perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah
Indonesiapun sudah terlanjur bekerja sebagai kaki tangan asing daripada membela
kepentingan rakyat Indonesia.'®

Oleh sebab itu keterlibatan pihak asing harus segera diakhiri untuk
mewujudkan bangsa yang mandiri. Jika Indonesia masih mengandalkan
pembangunan dari utang luar negeri maka Indonesia tidak akan terlepas dari
penjajahan ekonomi asing dan Indonesia tidak bisa membuat kebijakan yang pro
rakyat tetapi akan selalu pro pasar. Untuk melepas hal tersebut hal pertama yang
dilakukan adalah secepatnya, rakyat harus berani menghapus hutang luar negeri

atau paling tidak melakukan renegisiasi penjadwalan pembayaran utang seperti

18 1bid, hal. 57
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yang dilakukan Pemerintah Argentina yang berani tidak membayar hutang sebesar
100 milyar dolar Amerika.'?

Apa yang dialami Argentina sebenarnya sama dengan Indonesia, negara
tersebut tetap miskin akibat utang luar negeri yang menumpuk. IMF dan World
Bank juga mendikte setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Argentina.
Bahkan keadaan Argentina lebih parah dibandingkan Indonesia saat meminta
penjadwalan ulang pembayaran utang. Argentina adalah salah satu negara
Amerika Latin yang menjadi korban para Economic Hit Man (EHM) dengan
membawa neoliberalisme yang didukung oleh korporasi asing (multinational
company) dan lembaga-lembaga keuangan seperti IMF, World Bank, USAID.
Seperti Indonesia, Argentina adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang
melimpah. Utang yang besar serta pemerintahan yang berpaham neoliberal
mengakibatkan negara kaya yang menyatakan kemerdekaan sejak 1816 terjajah
secara ekonomi, politik dan hukum. Stagflasi (inflasi tinggi disertai angka
pengangguran dan stagnansi ekonomi) pun mulai terjadi dari 1975 hingga 1990
akibat bunga utang yang besar, penghindaran pajak dan modal flight sehingga
keadaan tersebut mencapai puncaknya pada krisis ekonomi Argentina pada tahun
20017

Tahun 2002, Argentina tidak mampu membayar kewajiban utang dan
bunga, GDP merosot, pengangguran meningkat 25% dan depresiasi Peso terjun

hingga 75%. Dimasa-masa pemulihan krisis inilah, Nestor Carlos Kirchner Ostoic

* Harian Kompas terbit 6 November 2007
* hitp: //politikana.com/baca/2009/10/28/belanja-pengalaman-pada-krisis-ekonomi-
argentina.html. Diakses pada tanggal 3 Maret 2010
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lahir menjadi pemimpin Argentina selama 4 tahun dari 2003-2007. Kondisi
perckonomian Argentina pasca 2 tahun krisis. Inflasi yang tinggi, modal yang lari,
utang yang besar, pengangguran tinggi, stagnansi pertumbuhan ekonomi (bahkan
stagflasi) serta ketergantungan asing yang masih. tinggi. Semua kehancuran
ekonomi rupanya dapat bangkit dan bahkan tumbuh berjalan dengan cepat pasca
terpilihnya Nestor Kirchner. Ditengah krisis ekonomi yang melanda negerinya,
utang membengkak hingga USD 178 miliar, korupsi, hegemoni asing di negerinya
ia meminta penjadwalan kembali pembayaran utang dan bunga senilai USD 84
miliar selama 3 tahun ke depan. Kebijakan ini ia tempuh karena Kirchner melihat
bahwa sebagian besar utang tersebut adalah utang najis (odious debt) dan skenario
utang tersebut bukan akan membangkitkan sosio ekonomi rakyat Argentina justru
sebaliknya utang hanya menjadi candu kesengsaraan rakyat Argentina. Kirchner
memberikan alasan bahwa APBN Argentina sangat membutuhkan dana
pembangunan untuk mengurangi penderitaan rakyatnya. Jika dalam 3 tahun ke
depan, Pemerintah Argentina terus membayar utang, maka secara tidak langsung
mengabaikan hak asasi hidup layak yang paling mendasar bagi rakyatnya. Dana
cicilan utang luar negeri beserta bunganya dialihkan untuk membuka sektor rill
Membuka pertanian dan industri pertanian serta segala macam infrakstruktur.
Infrastruktur yang terintegrasi membuat produksi dari kigh cost economy menjadi
low cost economy. Perjuangan Kirchner terus berlanjut pada semester 1 2005,
dengan berani, ia kembali merestrukturisasi USD 81 miliar utang negara. Lebih
dari 76% utang tersebut ditender dan direstrukturisasi dengan nilai pembayaran
1/3 dari nilai vtangnya. Pada 15 Desember 2005, Kirchner mengumumkan
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pembatalan pembayaran utang kepada IMF secara penuh dan menawarkan skema
pembayaran tersendiri. Keputusan penjadwalan kembali utang (rescedule debi)
tentu saja ditentang oleh para pejabat IMF, World Bank, pemerintah dan korporasi
Amerika dan dari oposisi Pemerintahnya sendiri. Mereka mengancam bahwa jika
keputusan itu diambil maka ekonomi Argentina diramalkan semakin memburuk,
akan dikucilkan dari pergaulan internasional, negara-negara maju tidak akan
bertransaksi dengan Argentina, investornya akan keluar dari Argentina, investasi
luar tidak akan masuk ke Argentina, dan intinya Argentina akan di black list.
Tetapi kekhawatiran tersebut ternyata bisa ditepiskan, Presiden Kirchner berhasil
membawa ekonomi Argentina tumbuh dari krisis 2001.Di tahun pertama,
ekonomi tumbuh 7%, tahun kedua tumbuh 8% tanpa utang baru dan tahun ke-3,
investor asing justru berduyun-duyun datang Argentina karena dukungan
infrastruktur yang dibangun selama 2 tahun pertama membuat biaya produksi di
Argentina telah menjadi rendah (low cost production).”*

Apa yang dilakukan oleh Argentina merupakan kebijakan yang progresif
untuk melepaskan negara tersebut dari kungkungan asing. Apa yang telah
dilakukan oleh Argentina secbenarnya bisa dilakukan oleh Indonesia, apalagi
keadaan Indonesia lebih baik dari Argentina pada waktu itu. Ketegasan untuk
mengajukan penjadwalan kembali pembayaran utang sangat diperlukan.

Menurut revrisond Baswier, perlu dilakukan renegosiasi pembayaran dan
memperjuangkan penghapusan sebagian utang luar negeri Indonesia sebagai

upaya untuk mengurangi tekanan terhadap belanja negara dan neraca pembayaran.

2 1bid
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Penghapusan utang luar negeri terutama perlu dilakukan terhadap utang luar
negeri yang tergolong sebagai utang najis, yaitu utang luar negeri yang proses
pembuatannya sarat dengan manipulasi para kreditur, sedangkan pemanfaatanya
cenderung diselewengkan oleh para pejabat yang berkuasa untuk memperkaya diri
mereka sendiri. Selanjutnya, pembuatan utang luar nmegeri baru harus segera
dihentikan, sebab selama ini utang luar negeri lebih banyak ditujukan untuk
menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan untuk membangun berbagai
proyek yang bersifat memfasilitasi penanaman modal asing di Indonesia.
Pembuatan utang luar negeri baru cenderung hanya akan menyebabkan semakin
dalamnya perekonomian Indonesia terperosok ke dalam perangkap jebakan
utal.'lg.22

Dengan terbebasnya Indonesia dari utang maka IMF, World Bank, ADB,
serta negara-negara donor tidak bisa lagi mendikte pemerintah Indonesia. APBN
Tindonesia tidak lagi terkuras untuk melunasi utang beserta bunganya yang tinggi
tetapi APBN bisa digunakan untuk menstimulus perekonomian rakyat serta
memperbaiki infrastruktur pembangunan.

Tanpa utang Indonesia masih bisa membiayai pengelolaan negara dengan
cara penghematan pengeluaran APBN seperti yang dilakukan oleh Jepang pada
1955 saat Jepang melunasi utangnya. Pengeluaran seperti pembelian mobil dinas
serta rumah dinas dan hal-hal yang bersifat mewah dikurangi dulu untuk
mengurangi beban APBN. Selain itu Ketergantungan pada utang bisa juga

dikurangi secara drastis dengan cara perang terhadap korupsi, penegakan hukum

2 pevrisond Baswier, Manifesto Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009,
hal. 131-132
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tanpa tebang pilih, peningkatan efisiensi anggaran. Hal ini bisa dilakukan jika
didahului dengan reformasi birokrasi yang agresif>
3.2 Kebijakan Proteksi

Selain kebijakan memutus mata rantai hutang kebijakan proteksi terhadap
produk lokal sebagai respon terhadap liberalisasi perdagangan internasional juga
penting. Di masa pemerintahan SBY kebijakan untuk memproteksi produk dalam
negeri masih rendah karena Indonesia masih tergabung dengan WTO sehingga
agenda liberalisasi perdagangan harus di lakukan. Pemerintahan SBY masih
melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya tentang pencrapan tarif produk
yang masuk ke Indonesia, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Presentase Jumlah Penerapan Tarif
Menurut Kelompok Tarif Tahun 1998 dan 2003*

Kelompok tarif 1998 2003
0-10% 72% 83%
15-20% 25% 15%
25-30% 2% 0,5%
Lebih dari30% 1% 1%

Sumber: M Husein Sawit hal 33

Rendahnya biaya tarif yang diterapkan membuat produk-produk negara
lain bisa lebih bebas masuk ke Indonesia, harganya pun bersaing dengan produk
dalam negeri. Keadaan ini mengkhawatirkan karena melihat produk dari China
serta negara lain membanjiri pasar dalam negeri dan dengan keadaan yang
sekarang dialami Indonesia maka produk Indonesia akan kalah bersaing dengan

produk dari negara luar.

2 http://beritasore.com/2009/06/23/indonesia-bisa-membangun-tanpa-huteng/, diakses pada
tanggal 3 Maret 2010

% M. Husein Sawit, Liberalisasi Pangan, Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO, Jakarta:
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, hal.33
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Melihat keadaan seperti ini pemerintah harus mempunyai kebijakan yang
tegas untuk mengatur masuknya barang asing ke Indonesia. Jika melihat kondisi
negara-negara kaya yang sudah siap melakukan persaingan di pasar bebas, tetapi
pemerintahannya masih menerapkan kebijakan-kebijakan yang melindungi
produk dalam negcrinya’sepeﬁi, mempertahankan pajak impor yang tinggi beserta
kuota untuk produk-produk tertentu yang pada gilirannya dapat memblokir impor
dari negara-negara berkembang, memberikan kebijakan kenaikan rintangan non-
tarif seperti peraturan anti-dumping untuk menghadapi negara-negar berkembang,
mempertahankan proteksi tinggi bagi sektor pertanian di negara maju.?

Ada kekhawatiran negara maju dalam persaingan di pasar bebas sehingga
untuk menjaga pasar dalam negeri, mereka menerapkan kebijakan-kebijakan
proteksi. Jika negara maju masih menerapkan kebijakan-kebijakan proteksi maka
Indonesia sebagai negara yang masih lemah dan belum mampu bersaing di pasar
bebas, Indonesia juga harus menerapkan kebijakan-kebijakan protesi seperti di
negara maju. Seperti memberikan subsidi bagi petani dan pengusaha kecil,
menerapkan pajak impor serta tarif kuota agar produk negara lain yang kompetitif
tidak menyaingi produk dalam negeri Indonesia. Proses penyiapan produk dalam
negeri sangat penting scbelum menghadapi liberalisasi perdagangan. Jika
Indonesia sudah mampu bersaing maka kebijakan untuk liberalisasi perdagangan

bisa dilakukan.

25 ) fohammad Amien Rais, Selamatkan Indonesia, Yogyakarta: PPSK Press, 2008, hal. 35.
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3.3. Melakukan Renegosiasi terhadap Kontrak Karya

Hampir semua penguasaan sumber kekayaan yang dimiliki Indonesia telah
dikuasai oleh pihak asing. Baik disektor pertambangan maupun sektor migas.
Perusahaan asing seperti Freeport, Exon Mobil, Newmont, serta perusahaan-
perusahaan asing lain menguras kekayaan alam Indonesia sehingga kekayaan
alam yang melimpah tidak bisa menguntungkan Indonesia karena keuntungan
tesebut diambil oleh pihak asing. Ada pembagian keuntungan yang tidak adil
dalam kontrak karya yang ada di Indonesia. Maka untuk mengatasi hall tersebut
Indonesia harus melakukan renegosiasis terhadap kontrak karya yang sudah
disetujui jika nasionalisasi dipandang terlalu beresiko.”®

Renegosiasi kontrak karya yang merugikan Indonesia harus segera
dilakukan karena pembuatan kontrak-kontrak karya sejak pemerintahan Soeharto
sampai pemerintahan SBY tidak hanya merugikan Indonesia tetapi karena kontrak
karya tersebut didikte asing dalam pengelolaannya schingga hal tersebut
cenderung mengabaikan kepentingan nasional Indonesia.?’

Belajar dari Venezuela dan Bolivia adanya renegosiasi kontrak karya
migas dengan pembagian keuntungan yang adil bisa membuat Venezuela
memperbaiki perekonomiannya, rakyat venezuela bisa merasakan SDA yang
mereka miliki. Begitu juga dengan rakyat Bolivia, mereka bisa memperoleh
kesejahteraan dari pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan sumber daya

alam mereka 2

26 Ibid, hal. 49
27 Revrisond Baswier. Op.Cithal. 133
2 Muhammad Amien Rais.Op.Cit. hal. 260
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Hal yang dialami Venezuela dan Bolivia bisa dirasakan oleh Indonesia jika
Indonesia bisa melakukan hal yang sama yaitu melakukan renegosiasi dengan
korporasi asing dan meminta pembagian keuntungan yang adil. Peran pemerintah
sangat penting dalam hal ini. Hanya pemerintahan yang tegas yang dapat
melakukan kebijakan tersebut. Maka pemerintahan Indonesia harus tegas dalam
melakukan renegosiasi dengan korporasi asing. Jika hal ini berhasil maka banyak
keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia. Indonesia bisa menggunakan
keuntungan tersebut untuk biaya pembangunan tanpa harus berhutang dengan

negara pusat.




